
1. Pasal 1 S Ayat (6) Undang - Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang - Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang 
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten - Kabupaten 
dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 1092); 

3. Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 
Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4279); 

Mengingat 

bahwa untuk melaksanakan Pasal 43 ayat (3) Peraturan 
Bupati Tapanuli Tengah Nomor 23 Tahun 2016 tentang 
Susunan Nomenklatur Satuan Kerja Perangkat Daerah 
Kabupaten Tapanuli Tengah, dipandang perlu menetapkan 
Uraian Togas Pokok dan Fungsi Dinas Ketenagakerjaan 
Kabupaten Tapanuli Tengah dengan menetapkan Peraturan 
Bupati. 

Menimbang 

BUPATITAPANULITENGAH, 

DmGAN RAHMAT TUHAN ~ MAHA. FEA. 

TEN TANG 
URAlAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS KETENAGAKERJAAN 

KABUPAn:N TAPANUU n:NGAH 

PERATURANBUPATIKABUPATENTAPANULITENGAH 
NOMOR 34 TAHON 2017 

BERITA DAERAH 
KABUPATENTAPANULITENGAH 

.. , 



TAPANUU FUNGSI DINAS KETENAGAKERJAAN KABOPA'I»l 

MEMUTUSKAN 
PERATURAN BUPATI TENT.ANG URAIAN TUGAS POKOK DAN Menetapkan 

Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2015 Nomor 662); 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); 

9. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 29 Tahun 
2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas 
Ketenagakerja.an Provinsi dan Kabupaten/Kota; 

10. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 10 
Tahun 2016 ten tang Pembentukan Perangkat Daerah. 
Kabupaten Tapanuli Tengah (Lembaran Daerah 
Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2016 Nomor 10); 

11. Peraturan Bupati Tapanuli Tengah Nomor 23 Tahun 
2016 tentang Susunan Nomenklatur Satuan Kerja 
Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah; 

Negara Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 19); 

7. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 
2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian 

4. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - 
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 
atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 Ten tang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 114); 

6. Peraturan Presiden Nomor 18 tahun 2016 tentang 

• r 
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BABI 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Tapanuli Tengah; 
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh 

Pemerintah Daerah clan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan 
dengan prinsip otonomi seluas - luasnya dalam sistem dan prinsip Negara 
Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang - Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan 
daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan Daerah Otonom; 

4. Bupati adalah Bupati Tapanuli Tengah; 
5. Sekretaris Daerah Ka.bupaten adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tapanuli 

Tengah; 
6. Dinas Ketenagakerjaan adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan 

pemerintah bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian Kabupaten 
Tapanuli Tengah; 

7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Tapanuli 
Tengah; 

8. Sekretaris adalah Sekretaris pada Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Tapanuli 
Tengah; 

" 9. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten 
Tapanuli Tengah; 

10. Kepala Sub Bagian adalah Kepala Sub Bagian pada Dinas Ketenagakerjaan 
Kabupaten Tapanuli Tengah; 

11. Kepala Seksi adalah Kepala Seksi pada Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten 
Tapanuli Tengah; 

12. Aparatur Sipil Negara/Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat ASN /PNS 
adalah ASN /PNS Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah; 

13. Jabatan adalah suatu kedudukan yang menunjukan tugas, tanggung jawab, 
dan wewenang dan hak seorang ASN/PNS dalam suatu Organisasi Negara; 

14. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam 
penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. 
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Pasal 2 

(1) Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Tapanuli Tengah adalah tipe B yang 

merupakan unsur pelaksana otonomi daerah yang dipimpin oleh seorang 

Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada 

Bupati melalui Sekretaris Daerah. 

(2) Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Tapanuli Tengah mempunyai tugas 

menyelenggarakan sebagian kewenangan daerah di bidang ketenagakerjaan 

dan transmigrasi meliputi perumunsan kebijakan teknis, perencanaan, 

pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian. 

(3) Untuk meleksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Dinas 

Ketenagakerjaan Kabupaten Tapanuli Tengah, mempunyai fungsi: 

a. mengelola data dan informasi ketenagakerjaan dan ketransmigrasian; 

b. menyusun perencanaan pembangunan ketenagakerjaan dan transmigrasi; 

c. melaksanakan pembinaan dan peningkatan produktivitas tenaga kerja; 

d. menyelenggarakan pelatihan tenaga kerja dan pemagangan; 

e. melakukan penataan lembaga penyelenggara pelatihan kerja; 

f. menyelenggarakan pelayanan penempatan dan penyuluhan tenaga kerja; 

g. menciptakan perluasan kesempatan kerja; 

h. melaksanakan koordinasi, fasilitasi dan mediasi penyelesaian sengketa 

hubungan industrial dan transmigrasi; 

1. melakukan pemantauan pelaksanaan perlindungan kerja dan 

pekerja/buruh; 

j. menyelenggarakan pelayanan verifikasi dokumen peraturan perusahaan 

dan perjanjian kerja/bersama serta jaminan sosial ketenagakerjaan dalam 

lingkup Kabupaten; 

k. melaksanakan pelayanan pendaftaran perjanjian kerja/bersama daerah 

kabupaten. 

1. melaksanakan koordinasi, pemantauan, penyuluhan, pengembangan, 

rehabilitasi, peningkatan dan pembangunan di bidang ketenagakerjaan 

dan transmigrasi; 

m. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan Bupati sesuai tugas dan fungsi. 

Bagian Kesatu 

KEDUDUKAN, TOGAS POKOK DAN FUNGSI 

BABU 

ORGANISASI DINAS KETENAGAKERJAAN 
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Pasal 4 
Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Tapanuli Tengah mempunyai tugas 
pokok membantu Bupati Tapanuli Tengah dalam penyelenggaraan bidang 
ketenagakerjaan dan transmigrasi. 

Bagian Pertama 
Kepala D!nas 

BAB III 
URAIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI 

Bagian Kedua 
SUSUNAN ORGANISASI 

Pasal 3 
(1) Secara hirarki Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Tapanuli Tengah Tipe B, 

terdiri dari Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Seksi dan dibantu 
oleh kelompok Jabatan Fungsional; 

(2) Susunan Organisasi Dinas Ketenagakerjaan, terdiri dari: 
a. Kepala Dinas; 
b. Sekretariat, terdiri dari : 

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 
2. Sub Bagian Program. 

c. Bidang Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja terdiri dari: 
1. Seksi Pelatihan Kompetensi Tenaga Kerja; 
2. Seksi Perizinan Penyelenggaraan dan Pelatihan Tenaga Kerja; 
3. Seksi Produktivitas Tenaga Kerja. 

d. Bidang Penempatan. dan Penyuluhan Tenaga Kerja, terdiri dari: 
1. Seksi Penempatan Tenaga Ke:rja; 
2. Seksi Penyaluran Penyelenggaraan Tenaga Kerja; 
3. Seksi Perlindungan Tenaga Kerja. 

e. Bidang Hubungan Industrial dan .Jaminan Sosial Tenaga Kerja, terdiri dari: 
1. Seksi Penyelesaian Sengketa dan Hubungan Industrial. 
2. Seksi Perjanjian Kerja dan Jamin.an Sosial Ketenagakerjaan. 
3. Seksi Ketransmigrasian. 

f. Unit Pelaksana Teknis; 
g. Kelompok Jabatan Fungsional. 
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Pasal 6 
( 1) Sekretaris Dinas Ketenagakerjaan adalah unsur staf yang dipimpin oleh 

seorang sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung 
kepada Kepala Dinas. 

(2) Sekretaris Dinas rnempunyai tugas memberikan pelayanan teknis administrasi 
kepada seluruh Satuan Organisasi Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Tapanuli 
Tengah. 

Bagian Kedua 
Sekretaris 

Pasal 5 
Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut dimaksud dalam Pasal 4, 
Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi : 
a. memimpin dan mengkoordinasikan kegiatan Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten 

Tapanuli Tengah; 
b. memberi petunjuk dan arahan kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya; 
c. merumuskan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis sebagai dasar 

pelaksanaan tugas Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Tapanuli Tengah sesuai 
dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku; 

d. menetapkan program kerja Dinas Ketenagakerajaan Kabupaten Tapanuli Tengah 
sesuai dengan Rencana Strategis Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah; 

e. merumuskan kebijakan teknis pelaksanaan dan perencanaan pelayanan 
ketenagakerjaan dan ketransmigrasian; 

f. menyelenggarakan pembinaan dan perlindungan tenaga kerja serta perluasan 
kesempatan kerja; 

g. mengendalikan dan mengarahkan pelaksanaan tugas sekretaris dan tugas 
bidang-bidang pada Dinas Ketenagakerjaan Kabu paten Tapanuli Tengah; 

h. mengoreksi dan menandatangani surat-surat serta memaraf surat-surat untuk 
ditandatangani Bupati Tapanuli Tengah; 

i. menyusun laporan basil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban; 
J. merumuskan kebijakan dan solusi pemecahan terhadap masalah-masalah 

pelaksanaan tugas Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Ta.panuli Tengah; 
k. memberikan saran pertimbangan kepada Bupati Tapanuli Tengah tentang 

kebijakan di bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian; 
1. melaksanakan tugas - tugas lain yang diberikan Bupati. 

,. 
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(3) Untuk melaksanakan tugas terse but sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 

Sekretaris menyelenggarakan fungsi : 

a. menerima petunjuk dan arahan sesuai dengan petunjuk atasan; 

. b. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang - undangan, 

petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis serta bahan - bahan lainnya 

yang berhubungan dengan pedoman pelaksanaan tugas Sekretaris Dinas 

Ketenagakerjaan Kabupaten Tapanuli Tengah; 

c. merumuskan langkah - langkah kerja/kegiatan Sekretaris sesuai dengan 

rencanan kerja yang ditetapkan; 

d. mengkoordinasikan penyusunan program dan rencana kerja Dinas 

Ketenagakerjaan Kabupaten Tapanuli Tengah; 

e. mengkoordinasikan pengelolaan urusan umum dan kepegawaian; 

f. mengkoordinasi pengelolaan urusan program , evaluasi dan pelaporan; 

g. merencakanan penyusunan kebutuhan barang dan alat kelengkapan 

kantor; 

h. mengkoordinir pengelolaan urusan keuangan dan perlengkapan; 

1. memelihara, merawat, m.enjaga dan mengawasi inventaris kantor; 

j. melakukan pengedalian dan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan 

oleh bendaharawan 

k. koordinasi kegiatan dengan bidang - bidang lainnya yang ada dalam 

Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Tapanuli Tengah; 

1. mengkoordinir penyusunan anggaran Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten 

Tapanuli Tengah; 

m. mengelola pelaksanaan penatausahaan keuangan, tata laksana serta 

rumah tangga Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Tapanuli Tengah 

n. meneruskan proses administrasi surat menyurat kepada Kepala Dinas; 

o. melaksanakan pengelolaan surat - menyurat, arsip dan dokumen lainnya; 

p. mengkoordinir persiapan penyelenggaraan rapat dinas dan 

mempersiapkan surat perintah tugas bagi pegawai yang akan 

melaksanakan perjalanan dinas; 

q. melakukan pembinaan dan bimbingan terhadap pelaksanaan tugas 

sekretaris; 

r. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sesuai hasil 

yang telah dicapai sebagai bahan pertanggung jawaban pelaksanaan 

tu gas; 

s. menghimpun dan menganalisa permasalahan pelaksanaan tugas serta 

mempersiapkan saran pertimbangan pemecahan masalah kepada atasan; 
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Pasal 8 
(1) Uraian Togas Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian adalah: 

a. membantu Sekretaris dalam memberikan pelayanan teknis administratif 
di bidang umum dan kepegawaian; 

b. menghimpun dan mempelajari Peraturan Perundang-Undangan, petunjuk 
pelaksanaan dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang 
berhubungan dengan pedoman pelaksanaan tugas sub Bagian Umum dan 
Kepegawaian; 

c. menyusun langkah-langkah Kerja/Kegiatan Sub Bagian Umum dan 
Kepegawaian sesuai dengan Rencana Kerja yang ditetapkan; 

d. memberikan pelayanan teknis administrasi umum dan administrasi 
Kepegawaian; 

e. melakukan urusan examinasi terhadap produk hukum, surat menyurat 
yang dikeluarkan Dinas Ketenagakerja.an Kabupaten Tapanuli Tengah; 

f. mengumpulkan bahan - bahan dan mempersiapkan DUK; 
g. mengarsipkan dan memelihara Dokumen administrasi dalam berbagai 

bentuk sesuai dengan keperluannya; 
h. mempersiapan penyelenggaraan rapat dinas dan mempersiapkan surat 

perintah tugas bagi pegawai yang akan melaksanakan perjalanan dinas; 
1. meneruskan proses administrasi surat menyurat kepada Sekretaris; 
j. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Sub Bagian Umum dan 

Kepegawaian dengan Sub Bagian Program; 
k. mengarahkan pelaksanaan tugas Staf Sub Bagian Umum dan 

Kepegawaian sesuai dengan pedoman kerja; 
1. menghimpun dan mempelajari permasalahan pelaksanaan tugas serta 

mempersiapkan saran pertimbangan pemecahan masalah kepada 
Sekretaris; 

m. menyampaikan laopran pelaksanaan tugas kepada atasan sesuai dengan 
hasil yang dicapai sebagai pertanggungjawaban tugas; 

Sekretaris terdiri dari: 
a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 
b. Sub Bagian Program. 

Pasal 7 

t. menyampaikan laopran pelaksanaan tugas kepada atasan sesuai dengan 
hasil yang dicapai sebagai pertanggungjawaban tugas 

u. melaksanakan tugas - tugas lainnya yang diberikan Kepala Dinas. 
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(2) Uraian Tugas Kepala Sub Bagian Program adalah : 
a. menerima petunjuk dan arahan sesuai dengan petunjuk atasan; 

b. membantu Sekretaris dalam memberikan pelayanan teknis administratif 

kepada satuan Organisasi Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Tapanuli 

Tengah; 
c. menghimpun dan mempelajari Peraturan Perundang-Undangan Petunjuk 

Pelaksanaan dan Petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang 

. berhubungan dengan pedoman pelaksanaan tugas bidang Program, 

Evaluasi, Pelaporan Keuangan; 

d. menyusun langkah-langkah kerja/kegiatan Sub Program sesuai dengan 

rencana kerja yang ditetapkan; 

e. mengkoordinasikan penyusunan program dan rencana kerja Dinas 

Ketenagakerjaan Kabupaten Tapanuli Tengah; 

f. menghimpun dan mengelola data melalui koordinasi dengan bidang­ 

bidang Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Tapanuli Tengah; 

g. mengumpulkan bahan dan mempersiapkan penyusunan RKA, DPA/DIPA, 

dokumen evaluai dan pelaporan serta urusan kebutuhan rumah tangga 

Dinas, perlengkapan dan inventaris barang Dinas Ketenagakerjaan 

Kabupaten Tapanuli Tengah; 

h. menghimpun hasil Pelaksanaan kegiatan yang di programkan pada tahun 

yang telah terlaksana oleh Bidang - Bidang pada Dinas Ketenagakerjaan 

Kabupaten Tapanuli Tengah melalui Sekretaris 

1. mengarsipkan dan memelihara dokumen administrasi dalam berbagai 

bentuk sesuai dengan keperluannya; 

j. mengkoordinir pengelolaan administrasi keuangan dan penggajian ASN di 

lingkungan Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Tapanuli Tengah; 

k. melaksanakan evaluasi dan pelaporan; 

1. meneruskan proses administrasi surat menyurat kepada Sekretaris; 

m. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Sub Bagian Program dengan Sub 

Bagian Umum dan Kepegawaian; 

n. mengarahkan pelaksanaan tugas Staf Sub Bagian Program sesuai dengan 

pedoman kerja; 

o. menghimpun dan mempelajari permasalahan pelaksanaan tugas serta 

mem.pcrsiapkan saran pertimbangan pemecahan masalah kepada 

Sekretaris; 

melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Sekretaris. n. 
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g. penyebarluasan informasi produktivitas kepada perusahaan kecil; 

h. koordinasi pemberian konsultasi produktivitas kepada perusahaan kecil; 

1. koordinasi pengukuran produktivitas tingkat kabupaten; 

j. Koordinasi pemantauan tingkat produktivitas daerah. 

k. merumuskan dan menyusun langkah - langkah kegiatan / kerja bidang 

Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja sesuai dengan rencana 

kerja yang ditetapkan; 

swasta; 

Kepala Bidang Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja 

menyelenggarakan fungsi : 

a. melaksanakan petunjuk dan arahan sesuai dengan disposisi atasan; 

b. menghimpun dan mempelajari Peraturan Perundang-Undangan. Petunjuk 

Pelaksanaan dan Petunjuk telmis serta bahan-bahan lainnya yang 

berhubungan dengan pedoman pelaksanaan tugas Bidang Pelatihan Kerja 

dan Produktivitas Tenaga Kerja; 

c. melaksanakan koordinasi penyelenggaraan Pelatihan Berbasis Kompetensi 

(PBK); 

d. melakukan verifikasi informasi regulasi bidang pelatihan kerja dan 

produktivitas tenaga kerja yang akan disebarluaskan kepada lembaga 

pelatihan kerja swasta; 

e. melakukan koordinasi peningkatan kompetensi sumber daya manusia 

lembaga pelatihan kerja swasta; 

f. melaksanakan pelayanan ·pemberian izin kepada lembaga pelatihan kerja 

Bagian Ketiga 

Bidang Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja 

Pasal 9 

(1) Bidang Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja adalah unsur 

pelaksana yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah 

dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas. 

(2) Kepala Bidang Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja mempunyai 

tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas bidang sarana dan 

prasarana meliputi Pelatihan Kerja, Perizinan dan Produktivitas Tenaga Kerja. 

Untuk melaksanakan tugas tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

p. menyampaikan laopran pelaksanaan tugas kepada atasan sesuai dengan 

hasil yang dicapai sebagai pertanggungjawaban tugas 

q. melaksanakar; tugas-tugas lain yang diberikan Sekretaris. 
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Pasal 11 

(1) Uraian Tugas Kepala Seksi Pelatihan Kompetensi Tenaga Kerja adalah: 

a. membantu Kepala Bidang Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja 

dalam melaksanakan tugas seksi Pelatihan Kompetensi Tenaga Kerja; 

b. menerima petunjuk dan arahan sesuai dengan disposisi atasan 

c. menghimpun dan mempelajari Peraturan Perundang-Undangan Petunjuk 

Pelaksanaan dan Petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang 

berhubungan dengan pedoman pelaksanaan tugas seksi Pelatihan 

Kompetensi Tenaga Kerja; 

d. menyusun langkah - langkah kegiatan / kerja seksi Pelatihan Kompetensi 

Tenaga Kerja sesuai dengan rencana kerja yang ditetapkan; 

e. melakukan koordinasi penyusunan program dan penyelenggaraan tugas - 

tugas bidang secara terpadu; 

f. menyusun program tahunan sebagai acuan dan pedoman dalam 

melaksanakan tugas untuk bahan evaluasi pada akhir tahun anggaran; 

Pasal 10 

Bidang Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja terdiri dari: 

a. Seksi Pelatihan Kompetensi Tenaga Kerja; 

b. Seksi Perizinan Penyelenggaraan dan Pelatihan Tenaga Kerja; 

c. Seksi Produktivitas Tenaga Kerja. 

L memeriksa, mengecek, mengoreksi, mengontrol dan merencanakan serta 

menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sesuai hasil 

yang telah dicapai sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; 

m. menganalisa hasil-hasil pelaksanaan tugas staf untuk bahan peningkatan 

kinerja; 
n. melakukan pembinaan dan bimbingan terhadap pelaksanaan tugas seksi - 

seksi bawahannya; 

o. mendisposisi surat kepada bawahan; 
p. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Pelatihan Kerja dan Produktivitas 

Tenaga kerja dengan Sekretaris dan bidang lainnya; 

q. menghimpun dan menganalisa pennasalahan pelaksanaan tugas serta 

mempersiapkan saran pertimbangan pemecahan masalah kepada atasan; 

r. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sesuai dengan 

hasil yang dicapai sebagai pertanggungjawaban tugasnya; 

s. melaksanakan tugas - tugas lainnya yang diberikan atasan. 
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(2) Uraian Togas Kepala Seksi Perizinan Penyelenggaraan dan Pelatihan Tenaga 

Kerja adalah: 

a. membantu Kepaia Bidang Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja 

dalam melaksanakan tugas Seksi Perizinan Penyelenggaraan dan Pelatihan 

Tenaga Kerja; 

b. menerima petunjuk dan arahan sesuai dengan disposisi atasan; 

c. menghimpun dan mempelajari Peraturan Perundang-Undangan Petunjuk 

Pelaksanaan dan Petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang 

berhubungan dengan pedoman pelaksanaan tugas Seksi Perizinan 

Penyelenggaraan dan Pelatih.an Tenaga Kerja; 

d. rnenyusun langkah-langkah kegiatan/kerja Seksi Perizinan Penyelenggaraan 

dan Pelatihan Tenaga Kerja sesuai dengan rencana kerja yang ditetapkan; 

e. melakukan koordinasi penyusunan program dan penyelenggaraan tugas - 

tugas bidang secara terpadu; 

f. menyusun program tahunan sebagai acuan dan pedoman dalam 

melaksanakan tugas untuk bahan evaluasi pada akhir tahun anggaran; 

g. mengumpulkan bahan informasi regulasi Seksi Perizinan Penyelenggaraan 

dan Pelatihan Tenaga Kerja yang akan disebarluaskan; 

g. menyiapkan pelaksanaan analisis kebutuhan pelatihan; 

h. menyiapkan program pelatihan; 

1. menyiapkan sarana dan prasarana; 

J. menyiapkan instruktur dengan tenaga pelatihan; 

k. menyiapkan calon peserta pelatihan kerja; 

1. membuat konsep pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pelatihan kerja; 

m. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Seksi Pelatihan Kompetensi Tenaga 

Kerja dan dengan seksi lainnya; 
n. mengarahkan pelaksanaan tugas staf Seksi Pelatihan Kompetensi Tenaga 

Kerja sesuai dengan pedoman kerja; 

t. meneruskan proses administrasi surat kepada atasan; 

u. menghimpun dan menganalisa permasalahan pelaksanaan tugas serta 

mempersiapkan saran pertimbangan pemecahan masalah kepada atasan; 

v. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sesuai dengan 

hasil yang dicapai sebagai pertanggungjawaban tugas; 

w. melaksanakan tugas - tugas lainnya yang diberikan Kepala Bidang Pelatihan 

Kerja dan Produktivit.as Tenaga Kerja. 

12 



(3) Uraian Tugas Kepala Seksi Produktivitas Tenaga Kerja adalah: 
a. membantu Kepala Bidang Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja 

dalam melaksanakan tugas Seksi Produktivitas Tenaga Kerja; 
b. menerima petunjuk dan arahan sesuai dengan disposisi atasan; 
c. menghimpun dan mempelajari Peraturan Perundang-Undangan. Petunjuk 

Pelaksanaan dan Petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang 
berhubungan dengan pedoman pelaksanaan tugas Seksi Produktivitas 
Tenaga Kerja; 

d. menyusun langkan-langkah kegiatan/kerja Seksi Produktivitas Tenaga Kerja 
sesuai dengan rencana kerja yang ditetapkan; 

swasta; 
1. mengumpulkan bahan verifikasi infonnasi regulasi bindan pelatihan kerja 

yang akan disebarluaskan kepada lembaga pelatihan swasta; 
m. menyusun kebutuhan sumber daya manusia dalam pemberian izin Lembaga 

Pelatihan Kerja Swasta; 
n. menyusun kesiapan sarana dan prasarana perizman Lembaga Pelatihan 

Kerja Swasta; 
o. menentukan pemberian tanda daftar lembaga pelatihan kerja; 
p. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Seksi Perizinan Penyelenggaraan dan 

Pelatihan Tenaga Kerja dan dengan seksi lainnya; 
q. mengarahkan pelaksanaan tugas staf Seksi Perizinan Penyelenggaraan dan 

Pelatihan Tenaga Kerja sesuai dengan pedoman kerja; 
r. meneruskan proses administrasi surat kepada atasan; 
s. menghimpun dan menganalisa permasalahan pelaksanaan tugas serta 

mempersiapkan saran pertimbangan pernecahan masalah kepada atasan; 
t. menyampaikan laopran pelaksanaan tugas kepada atasan sesuai dengan 

hasil yang dicapai sebagai pertanggungjawa ban tugas; 
u. melaksanakan tugas - tugas lainnya yang diberikan Kepala Bidang Pelatihan 

Kerja dan Produktivitas tenaga kerja. 

h. merencanakan pelaksanaan sosialisasi regulasi Seksi Perizinan 
Penyelenggaraan dan Pelatihan Tenaga Kerja kepada lembaga pelatihan 

kerja swasta; 
1. menganalisa kebutuhan pelatihan kerja bagi sumber daya manusia lembaga 

pelatihan kerja swasta; 
J. merancang kesiapan materi pelatihan kerja; 
k. memimpin kegiatan pemantauan dan evaluasi lembaga pelatihan kerja 
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Pasal 12 
( 1) Bidang Penempatan dan Penyuluhan Tenaga Kerja adalah unsur pelaksana 

yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan 
bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas. 

(2) Bidang Penempatan dan Penyuluhan Tenaga Kerja mempunyai tugas membantu 
Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas koordinasi pemberian dan 
penyebarluasan informasi pasar kerja dalam pelayanan antar kerja kepada 
pencari kerja dan pemberi kerja serta perluasan kesempatan kerja kepada 
masyarakat; 

(3) Untuk melaksanakan tugas tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
Kepala Bidang Penempatan dan Penyuluhan Tenaga Kerja menyelenggarakan 
fungsi: 
a. melaksanakan petunjuk dan arahan sesuai dengan disposisi atasan; 

Bagian Keempat 
Bidang Penempatan dan Penyuluhan Tenaga Kerja 

e. melakukan koordinasi pcnyusunan program dan penyelenggaraan tugas - 

tugas bidang secara terpad u; 
f. menyiapkan promosi peningkatan produktivitas; 
g. menyiapkan sumber daya manusia bidang konsultansi produktivitas; 
h. menyiapkan alat, teknik, metode peningkatan dan pengukuran 

produktivitas; 
i. melaksanakan pem.antauan peningkatan produktivitas; 
J. menyiapkan sumber daya manusia bidang pengukuran produktivitas; 
k. menyiapkan data dan metode pengukuran produktivitas; 
I. merencanakan pemantauan tingkat produktivitas; 
m. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Seksi Produktivitas Tenaga Kerja dan 

dengan seksi lainnya; 
n. mengarahkan pelaksanaan tugas staf Seksi Produktivitas Tenaga Kerja 

sesuai dengan pedoman kerja; 
o. meneruskan proses administrasi surat kepada atasan; 
p. menghi.J:npun dan menganalisa permasalahan pelaksanaan tugas serta 

mempersiapkan saran pertimbangan pemecahan masalah kepada atasan; 
q. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sesuai dengan 

hasil yang dicapai sebagai pertanggungjawaban tugas; 
r. melaksanakan tugas- tugas lainnya yang diberikan Kepala Bidang Pelatihan 

Kerja dan Produktivitas tenaga kerja. 
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b. menghimpun dan mempelajari Peraturan Perundang-Undangan Petunjuk 
Pelaksanaan dan Petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang 
berhubungan dengan pedoman pelaksanaan tugas Bidang Penempatan dan 

Penyuluhan Tenaga Kerja; 
c. melaksanakan koordinasi pemberian dan penyebaran informasi pasar kerja 

dalam pelayanan antar kerja kepada pencari kerja serta perluasan 

kesempatan kerja kepada masyarakat; 
d. koordinasi penyuluhan dan bimbingan jabatan dalam pelayanan antar kerja 

serta perluasan kesempatan kerja kepada masyarakat; 
e. koordinasi perantaraan kerja dalam pelayanan antar kerja serta perluasan 

kesempatan kerja kepada masyarakat; 
f. verivikasi penerebitan izin kepada Lembaga Penempatan Tenaga Kerja 

Swasta; 
g. promosi Penyebarluasan informasi serta syarat - syarat dan mekanisrne 

bekerja ke luar negeri kepada masyarakat; 
h. koordinasi pendaftaran, perekrutan dan seleksi Calon Tenaga Kerja 

Indonesia; 
1. koordinasi pelayanan dan verifikasi kelengkapan dokumen ketenagakerjaan 

Calon Tenaga Kerja Indonesia ke Luar Negeri; 
J. koordinasi pelayanan penandatanganan perjanjian kerja; 
k. koordinasi penyelesaian permasalahan Tenaga Kerja Indonesia pra dan 

Puma penempatan; 
1. koordinasi pelayanan pem.ulangan dan kepulangan Tenaga Kerja Indonesia; 
m. pelaksanaan pemberdayaan Tenaga Kerja Indonesia puma; 
n. pelaksanaan penerbitan perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga kerja 

Asing (IMTA) yang berlokasi lebih dari 1 (satu) daerah kabupaten / kota 
dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota; 

o. merumuskan dan menyusun langkah - langkah kegiatan / kerja bidang 
Penempatan dan Penyuluhan Tenaga Kerja sesuai dengan rencana kerja 
yang ditetapkan; 

p. memeriksa, mengecek, mengoreksi, mengontrol dan merencanakan serta 
menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sesuai hasil yang 
telah dicapai sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; 

q. menganalisa hasil - ha.sil pelaksanaan tugas staf untuk bahan peningkatan 
kinerja; 

r. melakukan pembinaan dan bimbingan terhadap pelaksanaan tugas seksi - 
seksi bawahannya; 

s. mendisposisi surat kepada bawahan; 
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Pasal 14 
(1) Uraian Tugas Kepala Seksi Penempatan Tenaga Kerja adalah: 

a. membantu Kepala. Bidang Penempatan dan Penyuluhan Tenaga Kerja dalam 
melaksanakan tugas Seksi Penempatan Tenaga Kerja; 

b. menerima petunjuk dan arahan sesuai dengan disposisi atasan 
c. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, petunjuk 

pelaksanaan dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang 
berhubungan dengan pedoman pelaksanaan tugas seksi Penempatan Tenaga 
Kerja; 

d. menyusun langkah-langkah kerja/kegiatan Seksi Penempatan Tenaga Kerja 
sesuai dengan rencana kerja yang ditetapkan; 

e. mengarsipkan dan memelihara dokumen administrasi dalam berbagai 
bentuk sesuai dengan keperluannya. 

f. merencanakan penyiapan sumber daya manusia terkait pemberian informasi 
pasar kerja kepada pencari kerja dan pemberi kerja 

g. mengelola penyiapan sarana dan prasarana untuk pelaksanaan pemberian 
informasi pasar kerja kepada pencari kerja dan pemberi kerja; 

h. melaksanakan pemantauan dan evaluasi hasil pelaksanaan pemberian 
informasi pasar kerja kepada pencari kerja dan pemberi kerja; 

i. merencanakan penyediaan sumber daya manusia untuk jabatan pengantar 
kerja dan petugas antar kerja; 

J. menyusun rencana kerja tentang perantara kerjaan dalam pelayanan kerja; 

Pasal 13 
Bidang Penempatan dan Penyuluhan Tenaga Kerja terdiri dari : 
a. Seksi Penempatan Tenaga Kerja; 
b. Seksi Penyaluran Penyelenggaraan Tenaga Kerja 
c. Seksi Perlindungan Tenaga Kerja 

t. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas bidang Penempatan dan Penyuluhan 
Tenaga kerja dengan bidang lainnya dan dengan Sekretaris; 

u. menghimpun dan menganalisa permasalahan pelaksanaan tugas serta 
mempersiapkan saran pertimbangan pemecahan masalah kepada atasan; 

v. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sesuai dengan 
hasil yang dicapai sebagai pertanggungjawaban tugas; 

w. melaksanakan tugas - tugas lainnya yang diberikan Kepala Dinas. 
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Penyelenggaraan Tenaga Kerja sesuai dengan rencana kerja yang ditetapkan; 
e. mengarsipkan dan mernelihara dokumen administrasi dalam berbagai 

bentuk sesuai dengan keperluannya; 
f. merencanakan dan mengelola pelaksanaan pemberian informasi syarat dan 

mekanisme bekerja ke luar negeri kepada masyarakat; 

Penyaluran Seksi kerja/kegiatan 

(2) Uraian Tugas Kepala Seksi Penyaluran Penyelenggaraan Tenaga Kerja adalah: 
a. membantu Kepala Bidang Penempatan clan Penyuluhan Tenaga Kerja dalam 

melaksanakan tugas Seksi Penyaluran Penyelenggaraan Tenaga Kerja; 
b. menerima petunjuk dan arahan sesuai dengan disposisi a.tasan; 
c. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, petunjuk 

pelaksanaan dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang 
berhubungan den.gan pedoman pelaksanaan tugas Seksi Penyaluran 
Penyelenggaraan Tenaga Kerja; 

d. menyusun Iangkah-langkah 

k. merencanakan penyediaan sarana dan prasarana pemberian informasi pasar 
kerja, penyuluhan dan bimbingan jabatan dan perantaraan kerja; 

1. fasilitasi dan menyelenggarakan pelayanan penyuluhan dai1. bimbingan 

jabatan/pengantar kerja dan perantaraan kerja; 
m. menyelenggarakan pelayanan pemberian izin Lembaga Penempatan Tenaga 

Kerja Swasta; 
n. melaksanakan pemantauan dan evaluasi Lembaga Penempatan Tenaga Kerja 

Swasta; 
o. menyusun kesiapan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan 

pelayanan penerbitan perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga kerja Asing; 
p. melaksanakan pemantauana dan mengevaluasi hasil penerbitan 

perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga kerja Asing; 
q. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Seksi Penempatan Tenaga Kerja dan 

dengan seksi lainnya; 
r. mengarahkan pelaksanaan tugas staf Seksi Penempatan Tenaga Kerja 

sesuai dengan pedoman kerja; 
s. meneruskan proses administrasi surat kepada atasan; 
t. menghimpun dan menganalisa permasalahan pelaksanaan tugas serta 

mempersiapkan saran pertimbangan pemecahan masalah kepada atasan; 
u. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sesuai dengan 

hasil yang dicapai sebagai pertanggungjawaban tugas; 
v. melaksanakan tu.gas-tugas lainnya yang diberikan Kepala Bidang 

Penempatan dan Penyuluhan Tenaga Kerja. 

) 
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(3) Uraian Togas Kepala Seksi Perlindungan Tenaga Kerja adalah: 
a. membantu Kepala Bidang Penempatan dan Penyuluhan Tenaga Kerja dalam 

melaksanakan tugas Seksi Perlindungan Tenaga Kerja; 
b. menerima petunjuk dan arahan sesuai dengan disposisi atasan; 

puma; 
p. melaksanakan pemantauan dan mengevaluasi pemberdayaan Tenaga Kerja 

Indonesia puma; 
q. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Seksi Penyaluran Penyelenggaraan 

Tenaga Kerja dan dengan seksi lainnya; 
r. mengarahkan pelaksanaan tugas staf Seksi Penyaluran Penyelenggaraan 

Tenaga Kerja sesuai dengan pedoman kerja; 
s. meneruskan proses administrasi surat kepada atasan; 
t. menghimpun dan menganalisa permasalahan pelaksanaan tugas serta 

mempersiapkan saran pertimbangan pemecahan masalah kepada atasan; 
u. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sesuai dengan 

hasil yang dicapai sebagai pertanggungjawaban tugas; 
v. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan Kepala Bidang 

Penempatan dan Penyuluhan Tenaga Kerja. 

permasalahan Tenaga Kerja Indonesia pra dan puma penempatan; 
1. menyelenggarakan pelayanan pemulangan dankepulangan Tenaga Kerja 

Indonesia; 
m. melaksanakan pemantauan dan mengevaluasi pelayanan pemulangan dan 

kepulangan Tenaga Kerja Indonesia; 
n. menyelenggarkan pernberdayaan Tenaga Kerja Indonesia puma; 
o. meyiapkan sarana dan prasarana pemberdayaan Tenaga Kerja Indonesia 

penyelesian evaluasi pelaksanaan dan 
penempatan; 

k. melakukan pemantauan 

fasilitasi penyelesaian permasalahan Tenaga Kerja Indonesia pra dan puma j. 

1. 

g. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penyebarluasan 
informasi syarat dan mekanisme bekerja ke luar negeri kepada masyarakat; 

h. merencanakan penyiaapan sumber daya manusia dan sarana prasarana 
penyelenggaraan pelayanan kelengkapan dokumen ketenagakerjaan Calon 
Tenaga Kerja Indonesia ke luar negeri; 
merencanakan penyiapan sumber daya manusia terkait penyelenggaraan 

pelayanan penandatangan perjanjian kerja; 
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Pasal 15 
(1) Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja adalah unsur 

pelaksana yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan 
bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas. 

(2) Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja 
mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas 
koordinasi, fasilitasi dan mediasi terkait Hubungan Industrial dan Jaminan 
Sosial Tenaga serta transmigrasi; 

(3) Untuk melaksanakan tu.gas tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja 
menyelenggarakan fungsi: 
a. melaksanakan petunjuk dan arahan sesuai dengan disposisi atasan; 

Bagian Kelima 
Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja 

c. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, petunjuk 
pelaksanaan dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang 
berhubungan dengan pedoman pelaksanaan tugas Seksi Perlindungan 

Tenaga Kerja; 
d. menyusun langkah-langkah kerja/kegiatan Seksi Perlindungan Tenaga Kerja 

sesuai dengan rencana kerja yang ditetapkan; 
e. mengarsipkan dan memelihara dokumen administrasi dalam berbagai 

bentuk sesuai dengan keperluannya; 
f. melakukan monitoring atas pelaksanaan kegiatan-kegiatan Perlindungan 

Tenaga Kerja; 
g. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Seksi Perlindungan Tenaga Kerja 

dengan Seksi lainnya; 
h. melakukan pembinaan dan pengawasan norma, keselamatan dan kesehatan 

kerja untuk perusahaan yang berdomisili di Kabupaten Tapanuli Tengah; 
i. menghimpun dan mempelajari permasalahan pelaksanaan tugas serta 

mempersiapkan saran pertimbangan pemecahan masalah kepada atasan; 
J. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sesuai hasil yang 

telah dicapai sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; 
k. melaksanakan tu.gas - tu.gas lain yang diberikan Kepala Bidang Penempatan 

dan Penyuluhan Tenaga Kerja. 
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bersama dengan ruang lingkup operasi daerah kabupaten; 
d. melaksanakan pelayanan pendaftaran perjanjian kerja bersama daerah 

kabupaten; 
e. melaksanakan koordinasi proses pengesahan dokurnen peraturan 

perusahaan dengan ruang lingkup operasi daerah kabupaten; 
f. melaksanakan koordinasindeteksi dini terhadap potensi perselisihan di 

perusahaan; 
g. melaksanakan fasilitasi pembentukan dan pemberdayaan Lembaga Kerja 

Sama Biparti di perusahaan; 
h. melaksanakan koordinasi pelaksanaan mediasi terhada potensi dan 

mediasi perselisihan di perusahaan, mogok kerja dan penutupan 
perusahaan; 

1. merumuskan dan menyusun langkah - langkah kegiatan/kerja bidang 
Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja sesuai dengan 
rencana kerja yang ditetapkan; · 

J. memeriksa, mengecek, mengoreksi, m.engontrol dan merencanakan serta 
menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sesuai hasil yang 
telah dicapai sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; 

k. menganalisa hasil - hasil pelaksanaan tugas staf untuk bahan peningkatan 
kinerja; 

1. melakukan pembinaan dan bimbingan terhadap pelaksanaan tugas seksi - 
seksi bawahannya; 

m. mendisposisi surat kepada bawahan; 
n. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Hubungan Industrial dan Jaminan 

Sosial Tenaga kerja dengan bidang lainnya dan dengan Sekretaris; 
o. menghimpun dan menganalisa permasalahan pelaksanaan tugas serta 

mempersiapkan saran pertirnbangan pemecahan masalah kepada atasan; 
p. menyampaikan laopran pelaksanaan tugas kepada atasan sesuai dengan 

hasil yang dicapai sebagai pertanggungjawaban tugas; 
q. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan Kepala Dinas. 

c. 

b. menghimpun dan mempelajari Peraturan Perundang-Undangan. Petunjuk 
Pelaksanaan dan Petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang 
berhubungan dengan pedoman pelaksanaan tugas Bidang Hubungan 

Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja; 
melakukan verifikasi dokumen peraturan perusahaan dan perjanjian kerja 
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pencegahan dan penyelesaisan perselisihan hubungan industrial; 

g. mengelola penyiapan sarana dan pra.sarana dalam upaya penyelesaian 

perselisihan hubungan industrial; 

h. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pencegahan dan 

penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan 

perusahaan; 

1. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Seksi Penyelesaian Sengketa dan 

Hubungan Industrial dengan seksi lainnya; 

J. mengarahkan pelaksanaan tugas staf Seksi Penyelesaian Sengketa dan 

Hubungan Industrial sesuai dengan pedoman kerja; 

k. . meneruskan proses administrasi surat kepada atasan; 

1. menghimpun dan menganalisa permasalahan pelaksanaan tugas serta 

mempersiapkan sax-an pertimbangan pemecahan masalah kepada atasan; 

m. menyampaikan laopran pelaksanaan tugas kepada atasan sesuai dengan 

hasil yang dicapai sebagai pertanggungjawaban tugas; 

yang memahami f. merencanakan penyiapan sumber daya manusia 

Pasal 17 

(1) Uraian Tugas Kepala Seksi Penyelesaian Sengketa dan Hubungan Industrial 

adalah: 
a. membantu Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga 

Kerja dalam melaksanakan tugas Seksi Penyelesaian Sengketa dan 

Hubunganindustrial; 

b. menerima petunjuk dan arahan sesuai dengan disposisi atasan 

c. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, petunjuk 

pelaksanaan dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang 

berhubungan dengan pedoman pelaksanaan tugas Seksi Penyelesaian 

Sengketa dan Hubungan Industrial; 

d. menyusun langkah - langkah kerja / kegiatan Seksi Penyelesaian Sengketa 

dan Hubungan Industrial sesuai dengan rencana kerja yang ditetapkan; 

e. mengarsipkan dan memelihara dokumen administrasi dalam berbagai 

bentuk sesuai dengan keperluannya; 

Pasal 16 

Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja terdiri dari : 

a. Seksi Penyelesaian Sengketa dan Hubungan Industrial; 

b. Seksi Perjanjian Kerja dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan; 

c. Seksi Ketransmigrasian. 
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(2) Uraian Togas Kepala Seksi Perjanjian Kerja dan Jaminan Sosial 

Ketenagakerjaan adalah : 
a. membantu Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga 

Kerja dalam melaksanakan tugas Seksi Perjanjian Kerja dan Jaminan 
Sosial Ketenagakerjaan; 

b. menerima petunjuk dan arahan sesuai dengan disposisi atasan; 
c. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, petunjuk 

pelaksanaan dan petunjuk teknis serta bahan - bahan lainnya yang 
berhubungan dengan pedoman pelaksanaan tugas Seksi Perjanjian Kerja 
dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan; 

d. menyusun langkah-langkah kerja/kegiatan Seksi Perjanjian Kerja dan 
Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sesuai dengan rencana kerja yang 
ditetapkan; 

e. mengarsipkan dan memelihara dokumen administrasi dalam berbagai 
bentuk sesuai dengan keperluannya; 

f. merencanakan penyiapan sumber daya manusia yang memahami aturan 
pembuatan peraturan perusahaan dan perjanjian kerja bersama; 

g. menyiapkan bah.an dalam rangka pembentukan kelembagaan di 
perusahaan melalui Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, Perjanjian 
Kerja Bersama dan lembaga kerja sama Biparti; 

h. membuat konsep Pendaftaran perjanjian kerja bersama di Kabupaten 
Tapanuli Tengah; 

i. menyiapkan bahan pengembangan sistem pengupahan dan jaminan sosial 
tenaga kerja; 

j. menyiapkan penyusunan bahan penetapan upah minimum Kabupaten dan 
sektoral; 

k. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pengupahan jaminan sosial 
tenaga kcrja; 

1. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Seksi Perjanjian Kerja dan Jaminan 
Sosial Ketenagakerjaan dengan seksi lainnya; 

m. mengarahkan pelaksanaan tugas staf Seksi Perjanjian Kerja dan Jaminan 
Sosial Ketenagakerjaan sesuai dengan pedoman kerja; 

n. meneruskan proses administrasi surat kepada atasan; 
o. menghimpun dan menganalisa permasalahan pelaksanaan tugas serta 

mempersiapkan saran pertimbangan pemecahan masalah kepada atasan; 

n. melaksanakan tugas - tugas lainnya yang diberikan Kepala Bidang 
Hubungan Industrial dan Jaminan ·sosial Tenaga Kerja. 
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Pasal 18 
Pembentukan nomenklatur serta tugas pokok dan fungsi Unit Pelaksana Teknis 
akan ditentukan dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Tapanuli Tengah. 

Bagian Keenam 
UNIT PELAKSANA TEKNIS 

(3) Uraian Togas Kepala Seksi Ketransmigrasian adalah: 
a. membantu Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga 

Kerja dalam melaksanakan tugas Seksi Ketransmigrasian; 
b. menerima petunjuk dan arahan sesuai dengan disposisi atasan; 
c. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, petunjuk 

pelaksanaan dan petunjuk telmis serta bahan-bahan lainnya yang 
berhubungan dengan pedoman pelaks.anaan tugas Seksi Ketransmigrasian; 

d. menyusun langkah-Iangkah kerja/kegiatan Seksi Ketransmigrasian sesuai 
dengan rencana kerja yang ditetapkan; 

e. mengarsipkan dan memelihara dokumen administrasi dalam berbagai 
bentuk sesuai dengan keperluannya; 

f. melaksanakan koordinasi Transmigarsi dengan unit kerja terkait; 
g. melaksanakan pengelolaaan data dan informasi ketransmigrasian; 
h. menyelenggarakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Transmigrasi; 
i. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Seksi Ketransmigrasian dengan 

seksi lainnya; 
J. mengarahkan pelaksanaan tugas staf Seksi Ketransmigrasian sesuai 

dengan pedoman kerja; 
k. meneruskan proses administrasi surat kepada atasan; 
1. menghimpun dan menganalisa permasalahan pelaksanaan tugas serta 

mempersiapkan saranpertimbangan pemecahan masalah kepada atasan; 
m. menyarnpaikan laopran pelaksanaan tugas kepada atasan sesuai dengan 

hasil yang dicapai sebagai pertanggungjawaban tugas; 
n. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan Kepala Bidang 

Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja. 

p. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sesuai dengan 
hasil yang dicapai sebagai pertanggungjawaban tugas; 

q. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan Kepala Bidang 
Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja. 
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Pasal 21 
Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Nomor 18 
Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Sosial, Tenaga Kerja 
dan Transmigrasi Kabupaten Tapanuli ·Tengah dinyatakan dicabut dan tidak 
berlaku lagi. 

BABV 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 20 
(1) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas, Sekretaris, Para Kepala Bidang, 

para Kepala Sub Bagian dan Para Kepala Seksi, wajib membangun, 
memelihara, membina dan melaksanakan komunikasi vertikal dan horizontal, 
koordinasi dan kerja sama dengan perangkat daerah lainnya serta pihak 
terkait dengan menerapkan prinsip partisipasi, transparan dan akuntabilitas; 

(2) Setiap pejabat struktural di perangkat daerah wajib menerapkan pengawasan 
melekat sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan. 

BAB IV 

TATAKERJA 

Bagian Ketujuh 
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL 

Pasal 19 
(1) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas 

dan fungsi Kepala Dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan; 
(2) Kelompok jabatan Iungsional terdiri dari jumlah tenaga fungsional dalam 

jenjang jabatan fungsional yang dalam beberapa kelompok bidang 
keahliannya; 

(3) Setiap kelornpok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud ayat (2) dipimpin 
oleh tenaga fungsional senior yang dihunjuk oleh Kepala dinas; 

(4) Jumlah jabatan fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban 
kerja; 

(5) Jenis jenjang jabatan fungsional dan pembinaan terhadap tenaga fungsional 
diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. 

'. 
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Diundangkan di Pandan 
pada tanggal 10 Maret 2017 
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH 

\t- / 
HENDRI SUSANTO L ~ BANTOBING 
BERITA DAERAH KABt.ATEN TAPANULI TENGAH TAHUN 2017 NOMOR 34 

BUKIT TAMBUNAN 

Ditetapkan di Pandan 
pada tanggal 9 Maret 201 7 

Pj.BUPATITAPANULITENGAH 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati ini dalarn. Berita Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah. 

Pasal 22 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
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